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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor 325/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN  BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA

 Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

pada tingkat pertama  telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang 

diajukan oleh:

Usman Arifin bin Arifin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan 

SD, bertempat tinggal di Dusun Batu Putih, RT.01 RW. 01, Desa 

Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, 

selanjutnya disebut pemohon.

                melawan

Suwarni binti Udding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, 

pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Dusun Empat, Desa 

Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak 

diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, 

selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

  DUDUK PERKARANYA

 Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar 

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal  10 Oktober 2013 di bawah 

register perkara Nomor 325/Pdt.G/2013/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-

alasan sebagai berikut:

1 Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2005 M. bertepatan dengan tanggal 7 

Safar 1426 H., pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Larompong Selatan, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan 

Akta Nikah Nomor: 29/8/III/2005, tertanggal 24 Maret 2005, yang dikeluarkan 

oleh Kantor Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, 

Kabupaten Luwu, pemohon dan termohon belum pernah bercerai.

2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai 

suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua termohon di 
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Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu kadang di rumah 

pemohon di Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap selama 3 tahun 5 

bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Awal Usman Arifin bin Usman 

Arfin, umur 7 tahun yang dipelihara oleh orang tua termohon

3 Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon 

sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak bisa 

tinggal di rumah pemohon di Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap 

sedangkan pemohon adalah petani merasa kesulitan jika selalu bolak balik dari 

Sidrap ke Luwu.

4 Bahwa pada bulan Oktober 2008, termohon pergi meninggalkan pemohon dan 

tidak pernah lagi kembali menemui pemohon yang menyebabkan terjadinya 

perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun lamanya 

dan sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan tidak diketahui lagi tempat 

tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

5 Bahwa dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak 

terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan 

Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak 

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini 

dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan 

yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Mengizinkan kepada pemohon, Usman Arifin bin Arifin untuk berikrar 

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Suwarni binti Udding di depan 

sidang Pengadilan Agama Palopo.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pemohon tidak datang 

menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai 
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kuasanya sedangkan termohon telah dipanggil melalui Radio setempat sesuai 

ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masing-masing 

tanggal 16 Oktober 2013 dan 18 November 2013  secara patut dan pada hari sidang 

yang telah ditetapkan termohon tidak datang menghadap ke persidangan.

Bahwa meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh 

jurusita Pengadilan Agama Palopo Nomor 325/Pdt.G/2014/PA Plp. tertanggal 16 

Oktober 2013 dan 24 Februari 2014 yang dibacakan di persidangan, pemohon telah 

dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak 

ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.   

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat 

dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini.

PERTIMBANGAN  HUKUMNYA

 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan  di atas.

 Menimbang, bahwa ternyata pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi 

dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain 

sebagai kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pemohon pada hari sidang yang telah 

ditentukan tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak sungguh-sungguh dalam 

permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Palopo. Oleh karena itu, 

berdasarkan Pasal 148 R.bg permohonan pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya 

perkara dibebankan kepada pemohon.

     Memperhatikan Pasal 148 R.bg serta ketentuan hukum lain yang berkaitan 

dengan perkara ini.

                                            MENGADILI

• Menyatakan permohonan pemohon gugur.

• Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 

671.000,00 (enam ratus tujuh  puluh satu ribu rupiah).
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Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 M. 

bertepatan tanggal 3 Jumadilawal 1435 H., oleh kami Dra.Hj.Sitti Husnaenah sebagai 

ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai 

hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag sebagai panitera 

pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum tanpa  dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd     ttd

      Abdul Rivai Rinom, S.HI Dra.Hj.Sitti Husnaenah

      ttd   

Suraida, S.HI Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag

Perincian biaya :

-  Pendaftaran      : Rp    30.000,00       Untuk salinan

      -  ATK Perkara    : Rp    50.000,00        Panitera,

      -  Panggilan         : Rp  580.000,00

      -  Redaksi          : Rp      5.000,00

      -  Meterai          : Rp      6.000,00       Drs. A. Burhan, S.H.

        Jumlah               : Rp  671.000,00
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